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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INTI BANGUN SEJAHTERAZ Tbk

Nomor : 05.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal empat Zgustus tahun ~-
dua ribu dua puluh satu, pukul 11.00 W.I.B ({sebelas Waktuﬁ—
Indonesia Barat). mmemcmem o mmm e
-— Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di-
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi —--
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya

pada akhir akta ini. --—~=—-—mmm——

Tuan ANDRIE TJIOE, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua
puluh lima) September 1969 (seribu sembilan ratus enam -
puluh sembilan), Direktur Utama dari persercan yang akan
disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Tangerang, Jalan Danau Semayang nomor 28, Taman Beverly
Golf, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kélurahan e
Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, untuk sementara -
berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
3603282509690002, Warga Negara Indonesia; —-—r=m=————gi_—
Tuan HERMANSYAH, lahir di Sei Raya, pada tanggal 4 ;~~—
{empat) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh),---
Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Chrysan 3 J3/15,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahanrn Jaka ----
Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, untuk sementara berada
di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---——————-

3275040405700029, Warga Negara Indonesia; --~==——w----—-

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam -~

jabatan mereka berturut-turut sebagaimana tersebut di atas
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dan ferdasarkan kuasa yang diberikan kepada mereka oleh —--—
rapat umum pemegang saham luar biasa persercan terbatas —--
"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbhk", berkedudukan di Jakarta --
Pusat, yang perubahan seluruh Anggaran Dasar terakhirnba --
dalam rangka penawaran umum perdana telah mendapat ------
persetuiuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -——--—
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 6 -
(enam) Juni 2012 {dua ribu dua belas) nomor —————————————rn
AHU-30477.AH.01.02.Tahun 2012, Anggaran Dasar mana kemudian

diubah dengan : ———————memmme e e

a, akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (cdua ribu
lima belas) nomor 104, yang aslinya dibuat dihadapan ---
Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan --
telah diterima serta dicatat di dalam Sistem --—----———-
Administrasi Badan Bukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana térnyata dalam --
surat Penerimaan Pemberitahuan Pérubahan Anggaran Dasar
tertanggal 3 {tiga) Juli 2015 {(dua ribu lima belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0948038; ——-me—e-————mmm e
b. akta tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 {(dua ribu ---
sembilan belas) nomor 03, yang aslinya dibuat dihadapan
Hartojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah --——
diterima serta dicatat di dalam database Sistem ---——---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --—————--—-
tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan -

belas) nomor AHU-AH.01.03-0288536; - -~

c. akta tertanggal 14 (empat belas) Oktober 2019 (dua ribu

sembilan belas) nomor 73, yang aslinya dibuat dihadapan
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saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari -—--=—-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan Surat Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) -—--

Oktober 2019 {(dua ribu sembilan belas) nomor —-—-——--— —————

AHU-0082798.AH.01.02.TAHUN 2018; —-———————m——mm————
-selanjutnya perseroan terbatas PT INTI BANGUN ~=—————=—---
SEJAHTERA Tbk, tersebut dalam akta ini cukup disebut -———---
MPerseroan’ . oo e
-- Para penghadap dikenal oleh sava, notaris. —--——————-———-—-
-- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti --———---
tersebut menerangkan terlebih dahulu: - ————--—————----c—-—
—-—- bahwa pada tanggal 29 (dua puluh sembilan} Juni 2021 --
(dua ribu dua puluh satu), pukul 10.08 W.I.B (sepuluh ----
lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan
rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan, sebagaimana
Lernyata dari Berita Acara Rapat tertanggal 29 (dua puluh -
sembilan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) nbmof 74, ——-
vang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya --------—-
disebut “Rapab”); ——ommmmmm e e
~— bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak —----——---
1.096.212.203 (satu miliar sembilan puluh enam Jjuta dua
ratus dua belas ribu dua ratus tiga) saham atau mewakili --
81,15% (delapan puluh satu koma lima belas persen) dari ---
1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta ---
sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh)--
saham, vyang merupakan seluruh saham dengan hak suara vyang
sah dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut;
—-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenal -------
pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan

oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persercan --
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Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keunangan Nomor —-——-—--——-
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penvelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor ——=m——=—-
15/2020”) telah dipenuhi, maka Rapat tersebut adaiah sah —-
dan berhak untuk mengambil segala keputusan vang mengikat-

dalam Perseroan; T T T T T o
-- bahwa Rapat dengan suara bulat telah mengambil sebagian-
keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini; ———————mw—eew
~~ bahwa Rapat memberi kuasa kepada para penghadap untuk
menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. -—-—
-— Selanjutanya para penghadap senantiasa bertindak ——=--———
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu =-=—-———-
menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan Rapat-
tersebut sesuai dengan keputusan Rapalt termaktub di atas —-
sebagai berikut : —————-rmmm
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pefse;oan dalam --
rangka menyesuaikan dengan;Peraturan Otoritas Jasa —---
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -—-—-
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -—-

Terbuka; dan —=~—--——mmm

2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak
substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang —---
ditunjuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar -
Persercan sehubungan dengan perubzhan tersebut dan ----—-
melakukan segala tindakan vyang diperlukan, termasuk —-—--
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, --
mengadakan pembicaraan, membgri dan/atau meminta —————--—
keterangan, mengaﬁukan permohonan persetujuan dari -----
dan/atau pemberitahuan atas perubzhan Anggaran Dasar --—-

Persercan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, —-
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dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau
penambahan dalam benfuk bagaimanrapun vang diperlukan ---
dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Halk Asasi --
Manusia dan/atau POJK Nomor 15/2020, membuat atau suruh
membuat serta menandatangani akta-akta dan surat—surat&—
maupun dokumen-dokumen lainnya vang diperlukan atau —w---
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris dan =—-——~————-
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat --—-—-

dijalankan untuk dapat terealisasinva keputusan ---=--—-——

tersebut., ———--——--—- -

-Sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar ----———-

Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut @ —-————-——-——

1. Persercan terbatas ini bernama ----\———————-"—-—""-—--—-——-

(selanjutnya cukub disingkat dengan ”Perseréan”), ————-
berkedudukan di Jakarta Pusat. ————————=———————————————
2. Persercan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ~-----~
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh ---

Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ------

Perseroan. ———————=—----——om oo

-- Perseroan didirikan sejak tanggal 28 (dua puluh delapan)
Rpril 2006 (dua ribu enam) dan telah mendapat pengeszhan --
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
pada tanggal 22 (dua puluh dua) September 2006 (dua ribu --

enam) nomor W7-00873.AH.01.01.TH.2006 dan didirikan untuk




a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42217);
b. Instalasi Telekomunikasi (Kcde KBLI 43212); —-——————-—

¢. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi {Kode KBLI —--—--

l 46523); ——mmmmmmmm———
, d. Rktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI ---

| 61100) 5 =mmmmmmmm oo

e. Internet Service Provider {Kode KBLI 61921); —--————-

f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI 61524);

g. Jasa Penyediaan Konten Melalul Jaringan Bergerak ---
Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan
Mobilitas Terbatas (Kode KBLI 61925);'——i ———————————

h. Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLﬁ 6192%8); ————————=

i. Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111); ----——-

j. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode -

! KBLT 68110); ——— e e e

i k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI —-

| 70209) ., ———mmmme— e

‘ 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, —-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut: - - e
A. Kegiatan usaha utama Perserocan, sebagai berikut: --

Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup —--—--

perbaikan konstruksi bangunan sentral --—--——----

1
i kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan ---------
! telekomunikasi beserta perlengkapannya, —--—-—-—-—-—
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seperti bangunan sentral telepon, telegraf,- ---
bangunan mena%a pemancar, penerima radar -—-----—-
gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan
stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa --------
komunikasi lckal dan jarak jauh. -——-——v-——m——-
2. Instalasil Telekomunikasi, mencakup kegiatan ----
pemasangan instalasi telekomunikasi pada ~------
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal --————-
maupun bukan tempat tinggal, seperti --—-—--m--=
pemasangan antena. Kelcompok ini juga —-—=m=—=-—-
mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan -
perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral-
telepon/telegraf, stasiun pemancar radar —=--——--—
gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun ----
satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan --———-

pemasangan transmisi dan jaringan ~----—t--mm——-

telekomunikasi, ——————mmmmmmm—
3. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi, mencakup -
usaha perdagangan besar peralatan ---——————————-

telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan

komunikasi. ~—m—— o
4, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, ---———-—-
-mencakup kegiatan pengoperasian, -----————————--
pemeliharaan atau penyediaan akses pada ------—-
fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, —-
bunyi dan video dengan menggunakan =-—-—————emwm—
infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti --—-—-
pengoperasian dan perawatan fasilitas —~--=-———-
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan ---—-

komunikasi titik ke titik melalui saluran --—-—-—-—




darat, gelémbang mikro atau perhubungan -----—---
saluran data dan satelit, pengoperasian —-——-—--
system pendistribusian kabel (vaitu untuk -~—m-—-
pendistribusian data dan sinyal televisi}* &an
pelengkapan telegraf dan komunikasi non wvocal -
lainnya vyang menggunakan fasilitas sendiri.----
Dimana fasilitas transmisi yang melakukan --—---
kegiatan ini, bisa berdasarkan teknclogi tunggal
atau kombinasi dari berbagail teknologi. Termasuk
pembelian akses dan Jjaringan kapasitas dari ---
pemilik dan operator dari jaringan dan --————--—
menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan
kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan -
penyediaan akses internet melalui operator ---
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan —----——-—--—-
pgnyelenggaraan jaringan untuk geiekgmunikasi -
tetap yang dimaksudkan bagi teréelenggaranya —-———
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk
kegiatan sambungan komunikasi data vyang ---———-
pengirimannya dilakukan secara paket, melaluil --
statu sentral atau melaiul jaringan lain,---—-
seperti Public Switched Telephone Network ----—-
(PSTN) . Termasuk Juga keglatan penyele;ggaraan
jaringan teristerial yang melayani pelanggan ---
bergerak tertentu antara lain jasa radio ~-—--—-
trunking dan jasa radio panggil untuk umum. ———-
Internet Service Provider, mencakup usaha jasa -
pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan —----
kepada pelanggannya untuk mengakses internet -—-

atau bisa disebut sebagail pintu gerbang ke -----—
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internet. ————-mmmmm
IB. Kegiatan Usaha Penunjang Perserocan, sebagai ---
berikut: ------rm—————

1. Jasa Interkoneksi Internet (Nap), mencakup --

kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau L
ruting bagi penyelenggara jasa akses —----———-
internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi -
penyelenggara jasa akses internet, —————;———w
penyelenggara jasa interkoneksi internet -——-
dapat menyediakan jaringan untuk transmisi —--
internet. Penvelenggara jasa interkoneksi ---
internet wajib saling terhubung melalui ----—-
interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi
melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan -

jasa akses internet. ---——--——-——-——

2. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan ---—--—
Bergerak Seluler AtauEJaringan Teﬁap'Lokal -
Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, --———-
mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten-
melalui jaringan bergerak seluler atau ---—--
jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan —----
mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya -
melalul pengurangan deposit prabayar atau ---
tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan
bergerak seluler dan jaringan tetap lokal ---
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten
yvang disediakan adalah semua bentuk informasi
vang dapat berupa tulisan, gambar, suara, ---
animasi atau kombinasi dari semuanya dalam --

bentuk digital, termasuk software aplikasi --
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untuk diunduh, ————— e

. Jasa Multimedia Lainnya, kegiatan jasa ——--=-

multimedia lainnya yang belum tercakup dalam-—
kelompok 61921 sampai dengan 61924, S
Aktivitas Pengelolaan Data, mencakup kegiatan
pengolahan dan tabulasi semua jenis data. —--
Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap-
pengoelahan dan penulisan laporan dari data —--
vang disediakan pelanggan, atau hanya —--—-——-—
sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk --
pembagian fasilitas mainframe ke klien dan —-
penyediaan entri data dan kegiatan —--—-————-—-
pengelolaan data besar (big data). —————ew-o——
Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atay -———---
Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, -
persewaan dan pengoperasian real gétat baik -
yang dimiliki sendiri maupun disewa, $eperti-
bangunag apartemen, bangunan tempat tinggal -
dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti --
tempat pameran, fasilitas penryimpanan -------
pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya)-
serta penyediaan rumah dan flat atay ——--—-———-
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk -
digunakan secara permanen, baik dalam bulanan
atau tahunan. Termasuk kegiatan penijualan ——-
tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan
sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di -----
gedung tersebut), pembagian real estat ————--
menjadi tanah kapling tanpa pengembangan —-—-—-—

lahan dan pengoperasian kawasan tempat ------

10
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tinggal untuk rumah yang bisa —————-—————————=
dipindah—pindah. ————————————————————————————
16. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, --—--
mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan
dan operasional usaha dan permasalahan ----—-
organisasi dan manajemen lazinnva, seperti ---
perencanaan strategi dan organisasi; =w-—————
keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan -
dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik
dan kebijakan sumber dava manusia; -—--—--——-—-
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan -—-—-

produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat -~- iy

mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan ————-
operasional berbagai fungsi manajemen, ----—--
konsultasi manajemen olah agronomist dan -~-=-
agricultural economis pada bidang pertanian - n
dan sejenisnya, rancangan dari metgdé dan —--- ol
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, -
prosedur pengawasan anggaran belanja, ——-~=---

pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan

pelayanan masyarakat dalam perencanaan, ----- i

pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan,

informasi manajemen dan lain-lain. --—————=——-

1. Modal dasar Perseroan sebesar ==————————mmeommmmm—— o

Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ---

ratus Rupiah), -—--——-—m e ———




Dari modal dasar fersebut telah ditempatkan dan disetox
sebesar 45,03% {empat puluh lima koma nol tiga persen) -
atau seiumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima
puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratué duaz
puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp.675.452.463.500,00 {(enam ratus tujuh puluh --
lima miliar empat ratus lima puluh dua Jjuta empat ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) oleh para ----—-
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan ---
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada -
akhir akta. -—-————————————m—m e
Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan ---
oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada --
waktu dan dengan harga serta persyaratan yang -—-—--—-
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan =-----
Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnyé disingkat -
"RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran —---—---—
Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -=--
- tujuh) tentang Perserocan Terbatas ("UUPT") dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia. ———===-—-———
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang ---—
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut: --————---—————-————=
a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud ----
wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan
RUPS mengenal penyetoran tersebut; ---——---v——-——-——-—
b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib

| dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa
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Keuangan (disingkat “OJK” {dahulu Badan Pengawas ---
Pasar Modzl dan Lembaga Keuangan {Bapepam dan LK)))

dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; -—-—-—---

l c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -—-—-—-———-—

W

sebagaimana diatur dalam Pasal 18§ Anggaran Dasar --

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran
modal dilskukan dalém bentuk saham Persercan yang =--
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ~———-—--
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan --————-
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ----
ditahan, agio saham, laba bersih Persercan, —--—-=-———-—
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, ---
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --
modal sendiri lainnva tersebut sudah dimuat dalam —-
Laporan Keuangan Tahunan terakhir vang tela@- ———————

diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian. —-—--—=v—————rdeo
RUPS vang memutuskan untuk menyetujuil Penawaran Umum, -
harus memutuskan: —--——=-==m-———mm o
a. Jjumlah maksimal saham dalam simpanan vang akan =—---
I dikeluarkan kepada masyarakat; dan ——————=———=———————
b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk —--—-——-——-
| menyatakan jumlah vang sesungguhnya telah --—-w-ee—-
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. —-
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menvetuijui pengeluaran
saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus -—--—-—-—-
memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-
Jika saham yang masih dalam simpanan hendak —wmmoe

dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka -




seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar ---——
dalam Daftar Pemeﬁang Saham pada tanggal vang ditetapkan
oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan —————r—w——w——
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang —-—-—
Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak uniuk -
membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluwarkan ~--
tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga
dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat
"HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan
menperoleh HMETD menurut perbandingan jumiah saham yang
fercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang
dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam Jjangka
waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan —----
keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru
tersebut; ———mmmmmee e ———
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdaganggan dalam —---
jangka. waktu sebagaimana ditetapkanﬁdalém ﬁeraturan ——
pasar modal terkait; e
Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum ———————————
terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari
RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan
keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan --—--
ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
vang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik —--
Indonesia; ———=— ==
Apabila dalam waktu sebagaimana vang ditentukan oleh --
atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para

pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak ---
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melaksanakan hak untuk membeli saham vang telah -———--
ditawarkan kepada megeka dengan membayar lunas dengan
nang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan uatuk ----
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau
pemegang HEMETD yang hendak membeli saham dalam juml;h
yvang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah —--——-—-
dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham vang
hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut
melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah --

sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara ----—-—-

pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli

saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD i
yvang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di
Republik Indonesia; —————---mommmmmmmm
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat 'sisa ---
- saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkaﬁ oleh --
?Direksi kepada pihak wvang tefah menyatakan kesedlaannya
untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang ~-—-—
tidak lebih rendah dari dan sesual dengan persyaratan

vang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran i

saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ----- fi

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang— ——--—-—
undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; —-—
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-
mutandis Jjuga berlaku dalam hal Persercan mengeluarkan
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya
yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- —--——-

undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.---
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Atas pelaksanaan bengeluaran saham vang wmasih dalam ---
simpanan kepada pamegang obligasi konversi, waran —--—---—-
dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, -———---—-
Direksi Perseroan berxwenang untuk mengeluarkan saham —--
tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang —--—-—-——--
saham vang ada pada saat itu untuk membeli terlebih -—---
dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan —-----
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Republik Indonesia; e
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih ---
dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek
konversi lainnyé, tanpa memberi HMETD kepada pemegang —--
saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas —-—-—-
(private placement} atau penawaran umum, dengan -—--—--—-
ketentuan bahwa pengeluaran saham, obliga;ii konversi,
waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut. harus ----
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ROPS serta
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.--—-———--——————-
Ketentuan vyang termuat dalam ayat (3), (4}, (5) dan (6)
pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam
hal medal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan ---
saham lebih lanjut.--—-——-—————-"—"-"-""""""——
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk ---—-
pemegany BEfek yvang dapat ditukar dengan saham atau Efek
vang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat ---
dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Persercan ---—-
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek -————--

tersebut., - e e
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llO.Penambahan moclal disetor menjadi efektif setelah --———--
terjadinya penvyetoran, dan saham vang diterbitkan ——--—-~--
mempunyai hak-hak vang sama dengan saham vang mrTo oo
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh -
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban FPerseroan
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan —--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., ——--=r———mome———o
lll.Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal —-————---—-
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua --—-
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan —--

S PAN AN I m T e

telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ---
modal dasar; —————=———————

telah memperoleh persetujuan Menteri Bukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia; —————--—-—-—-——-————~

penambahan modal ditempatkan dan disetor -r———-——--
sehingga menjadi paling se%ikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar wéjib dilakukan dalam —_——
Jjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
perseﬁujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi.Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(11) huruf b pasal ini; —-—-———---—o——— .

dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11} huruf c¢ pasal -
ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus
mengubah kembali Anggaran Dasarnyva, sehingga modal
dasar dan modal ditempatkan dan disetor memenuhi ---
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu ----

dalam ayat (11) huruf (c) pasal ini tidak terpenuhi;




e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat --—-
{11) huruf (a) pasal ini termasuk juga persetujuan -

i untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud

dalam ayat 11 huruf (d) pasal ini. T
}12.Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya —--————-
penystoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ---
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima —~-=--~
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak vang sama
dengan saham lainnya vang diterbitkan oleh ————————o-——
Perserocan, dengan tidak mengurangi kewajiban --—-——-—---
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan ==———-—-
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia atas pelaksanaan perambahan modal ——-

disetor tersebut. ———--————mmmmm
13.Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa membérikan HMETD
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ~—-~--
pengeluaran sahaﬁ £

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-—-——-—-——m—m=—————-——

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain ---
vang dapat dikonversi menjadi saham, vyang telah —---—-
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ———————-me—ae——
¢. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ---—-—-—--
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; —-——-

dan/atau —————m o e e

d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar
Modal yang berlaku yang memperbolehkan penambahan --

modal tanpa HMETD. —=———— ==t m e e




Semua saham vang dikKeluarkan oleh Perssroan adalah —-
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya
vang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. —-=--—-

£

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai -—----

nominal atau tanpa nilai nominal. =—==c-——mmmmoean

. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan

sesuail dengan peraturan perundang—undangaﬁ di bidang
Pasar Modal. ——--m-mmommm
Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan —--——
hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham
karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, ---
naka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara --—-—-
mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu --—-
sajalah vang berhak mempergunakan hak yang’di%erikan
oleh hukum atas saham tersebut. --------———————me
Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan,
para pemegang saham tersebut tidak berhak -————————-
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayarah -
dividen untuk saham itu ditangguhkan. ==———————emeor
Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -
maka Perseroan wajilb memberikan bukti pemilikan saham
berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada

pemegang sahamnya. ——-—--—-memm e

. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --

saham diberi sehelai surat saham., ————————— e __
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13.

. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagal bukti

pemilikan 2 (dua) atau lebih saham vang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. —-=---——----oTTTTTTTT ———————
Pada surat saham harus dicantumkan —-—-—--————==-—- e
sekurang-kurangnya :-—=-—-----—=mooso oo osossmm T T T
a. nama dan alamat pemegang saham; -—~——-——-TTToTTTTTT
b. nomor seri surat saham; —-—-=———-——=m-——-—-TTT—TTmTTe
c. niliai nominal saham; =~————-——————————=-"T——"-——=TT————
d. tanggal pengeluaran surat saham; -—--——=""T"TTTTT7"
pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus --
dicantumkan : ———————==m———m——sm——— oo o= oo
a. nama dan alamat pemegang saham; —--————-——="-——="7~~
L. nomor seri surat kolektif saham; -——-———=-—T"—————=T
c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang -———--
e ——
d. nilai nominal saham-saham; e e
e. tanggal ﬁengeluaran surat kolektif sahém; —————————
Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ----
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ---
ditandatangani oleh seorang Direksi bersama-sama ——--
seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut ---
dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif
saham yang bersangkutan. ——=------—-—---—TTT-TmooTToET
Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kelektif ~-—
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada -
Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan ------—---
sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian
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14.

1.

16.

yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang
anggota Direksi yané ditunjuk olsh Rapat Direksi —-—--
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris -
yvang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda-
tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi ——"f
tertulis., ——————————mme
Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan -
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan atau pada
Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus —-—--—--————————-
mencantumkan | ———— e
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan —--——-—-------

Penyelesalian atau Bank Kustodian yang melaksanakan

Penitipan Kolektif yang bersangkutan; --—————=—===-
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; —--—————--—-
¢. jumlah saham vang tercakup dalam konfirmasi- ——————
tertulis; ——————————~—-~————————————————; —————————
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam ---
konfirmasi tertulis; ————-----—————rmm
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan —-----
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ----
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan

yang lain; ———--—mmmmmm e

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Diieksi untuk --—-
Ipengubahan konfirmasi tertulis. ———————mmm————____
Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk -—--
kepada Anggaran Dasar, semua Kkeputusan yang diambil
dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang- —--—--
undangan yang berlaku, —-———————-———m—mu

Untuk saham Perserocan yang tercatat dalam Bursa Efek
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di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang- -
undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik —-

Indonaesia, =———me o

17. Seluruh saham vang dikeluarkan Perseroan dapat ——————
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ---—--
perundang-undangan mengenal pemberian Jjaminan saham,

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham -
tersebut dapat dilakukar jika | --———-———————

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham

' adalah pemilik surat saham tersebut; dan ----——————-

Ib. Perseroan telah menerima surat saham vang rusak. -—-—

|2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yahg rusak ---
setelah memberikan penggantian surat saham: ———————————

|3. Dalam hai surat saham hilang, penggan%ian surat saham
tersebut dépat dilakukan jika : —-————————m——mmm—e

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -

’ adalah pemilik surat saham tersebut;-------w-—ewo——r
'b. Persercan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
saham tersebut; -~~—-——------——"———— e
c. pihak vyang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

Perseroan; dan ——————--memmmm oo

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ----

hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham -

Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14

22
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(empat belas) hari sebelum pengeluaran rengganti —--

surat saham. —----mmmm o

EKetentuan tentang surat saham dalam avat (1}, (2} dan
(3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;

£
—-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham

vang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagli --

terhadap Perseroan. =w---m——mommmom

. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat

saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham vyang -

berkepentingan. ——--—-wommmmmmm

1 Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -——

yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia -
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia —-
di tempat saham Perserocan dicatatkan serta wajib ————--
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan e
tersebut dicatatkan sesual dengan :peraturan Bur;a Efek
di Republik Indonesia di tempat sa%am Perseroan —--—~-~-—-—

dicatatkan. ——-=——mmmm e .

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sampai --

dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlakuy ---—

bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. —----——-

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --—-——-—--
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar
Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. —-—-———~—————-

+» Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---

PR




3.

atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyslesalan atas nama Bank -=-
Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk
kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustedian
atau Perusahaan Efek tersebut.-—-————--—-=r-———mm———ee———
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakaﬁ bagian dari portofolic Efek Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi EKolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —-——-=---
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ~--—
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ----
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk --—-
Kontrak Investasi Kolektif., ===—————-————ww—r—————w———v

Perséroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Pényelesaian -
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atéu
Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3
pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham. ——————-=--r———-——=————sso o oo oo

Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan ----
Kolektif vyang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar
Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunijuk
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan atau Bank --

Kustodian dimaksud. -----———-—==———==—————————————mm o

-Permohonan mutasi disampaikan coleh Lembaga Penyimpanan |
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara

tertulis kepada Persercan atau Biro Administrasi Efeké
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vang ditunjuk Perseroan. —-—-—-——m—o oo

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --
atau Perusazhaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ----
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti S
pencatatan dalam rekening Efek., ———wwoommmme
Dalam Penitipan Kolektif setiap saham vang dikeluarkan
Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satuy dengan ---
yang lain. —————mmmm e
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam —-—--
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang
atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta —-—---—
pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau --
jaminan yang cukup bahwa vyang bersangkutan adaleh ---
benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau =--
musnah tersebut dan saham tersebut benar—beparﬁhilang
atau musnpah, -=--e-mmm——— e
Perseroan wajiﬁ menolak pencatatan saham ke aalam ———-
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, -
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-—-——-——-—wc
Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam ---
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang -—=---—-—
dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. ==—-——mm———mw
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ——-
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---

tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ~-
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untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam --
waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggsl
pemanggilan RUPS, ———-—— o e e e
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -
dalam RUPS atas sazham Persercan yang termasuk dal;m -
Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofelio Efek dari Reksa Dana berbentuk;
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --- i
Penitipan Kolektif pada ZLembaga Penyimpanan dan --—-——-
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ---
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi --—-
tersebut kepada Persercoan selambatnya 1 (satu) hari --—-
kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. —-—————--er——m——n
Perseroan wajlb menyerahkan dividen, saham bonus, atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam --
Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyiqpanan dan --
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyiﬁpanan_dan -
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau --
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
yang tercatat sebagail pemegang rekening pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya ------—-—- |

diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank ————E

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. --———-———-———- :
Persercan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau;
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan sahanm kepadaj
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari --—---———-—-——-
portofolic Efek Reksa Dana vyang berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan. —-—-
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W 15. Batas waktu penentuan, pemegang rekening Efek vang ---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau ---
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --
dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau s
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank ---
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ---
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang --
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---——-
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
vang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut vang
telah dikonsolidasikan kepada Direksi Persercan ------
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang wwwww

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau --—-

hak-hak lainnya tersebut.--=—--————mmmmommm

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu —---—-
saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik —-—-
saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru ---—-—
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham -—----

Persercan dicatat. —————-=-mommm oo

1 2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu ---

[ dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -—-




memindahkan dan.yang menerima pemindahan atau wakil -—-
mereka yang sah. —— - e mm e
Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan cdalam
ayat (Z) harus berbentuk sebagaimana ditentukan -F-----
dan/atau vang dapat diterima oleh Direksi dan —-—---——-
salinannya atau aslinya disampaikan kepada --——---——-
Perserocan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan
hak atas saham vang tercatat pada Bursa Efek di ---
Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan
vang berlaku pada Bursa Efek di Indconesia di mana saham

Perseroan dicatalt. ————— oo e e

. Pemindahan hak atas saham vyang termasuk dalam --———-—-

Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan --—:
dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek vang --—--
lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelésaian, Bank:
Kustodidn dan Perusahaan Efek. -———-—momommmmm o :
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila.
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. ——:
Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalamé
Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan S
surat kolektif saham yang bhersangkutan; ----—-—-—————--——- :
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota.
Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro -———- '
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. —-—-=---—--
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ----- :
mendaftarkan pemindahan hakratas saham dalam Daftar --:
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar

ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -———----
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persyaratan dalam pemindzhan saham tidak terpenuhi. ---
Jika Direksi menolak uh;u@tmendaftarkan pemindahan hak
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan -----———---
pemberitahuan penolakan kepada pihak vang akan ---—-—----
memindahkan haknya selambatnva 30 {tiga puluh) hari
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ------
diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham
Persercan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia -—--

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal di Indonesia. ~——==memrecrmmecemarmoee———

. Daftar pemegang Saham Hérds ditutup pada 1 (satu) ---

hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal --—-—
ikian pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama --
para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat vang
dimaksud., ——=—=—=-———— e
Setlap orang vang mempercoleh hak atas suatu sah§m -——=
karena kematian seorang pemegang saham atau kareha -
suatu alasan lain vyang mengakibatkan pemilikan suatu
saham beralih karena hukum, dengan mengajukan ------
permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti ~———-
haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan
didaftarkan sebagal pemegang dari saham tersebut; ----—-
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat --—-
menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa --
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta --—-——---
peraturan perundang-undangan di Dbidang Pasar Modal di
Indonesia. ———mm—mmmmm e ——
Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam --—----
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak

atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas --
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saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis -----
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari ---

pasal ini. ———=m s e

a. RUPS Persercan terdiri dari : -—==~-————---—-——-—-"—-————
1. RUPS Tahunan; dan —-————-—==————————m=r————————————
2. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini —--—---
’ disebut RUPS Luar Biasa. ———==~=———=————————————
’b.l. | RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka
waktu paling ;ambat & {enam) bulan setelah tahun
bukue berakhir. ---————-—-——wrr—m— e
|2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan ------
batas waktu selain sebagaimana di atur pada —-——--
butir (1}. --==——=-====-osoo—m—se oo
]c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pa&a éetiap waktu
\ berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. —-
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanva,
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan -
tegas dinvyatakan 1ain. ———— e
Dalam RUPS Tahunan : ———————————mer—— - m————————— e
a. Direksi wajib menvampaikan laporan tahunan yang ----
telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesual ---—-——-—-—=
ketentuan Pasal 66, Pasal &7 dan Pasal 68 UUPT dan -
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di
Indonesia untuk mendapatkarn persetujuan dan ----—---

pengesahan RUPS; -————————=r-———————memm s m oo

l b. Direksi waljib menyampaikan rencana penggunaan laba -

bersih Perseroan; —-———————=e-m-o oo oo ———— o

I c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan ---
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xantor akuntan publik yang terdaftar di OJK; -------

‘ d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota —-—--—
Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan;

l e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi =————w—w--
kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal tersebut

telah disampaikan sesual dengan ketentuan Anggaran -

l 4, Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan t;nggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan —-—-—=—=—=—
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
tazhun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ———————=———v
54 RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan mému%uskan
mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan ----—-—--

perundang~undangan dan Anggaran Dasar. ————————mm———aa_—

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik

selanjutnya disebut e-RUPS, dengan memperhatikan ----—-
ketentuan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS —-—————-
Perusahaan Terbuka secara elektronik. ———~==-—————mmm_
7. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :-
a. e-RUPS yang disediakan oleh Penvedia e~RUPS; —-—————-

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-——-———=m=——————

8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris;----—-—————-
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ---
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.---

e TR




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pasal 10---—w—rmom o
1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. =———m————mmme—me o
1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --

-£
Pasal 9 ayat 1 huruf a dapat dilakukan atas ——--

permintaan: ———m oo

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham vyang j

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan 3

hak suara yang sah; atan me=e—ewec oo

l b. Dewan Komisaris. —-==w————mm—mmmmm
IZ) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana mh——,;

dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada §

Direksi dengan surat tercatat disertai --—-——me——- ?
alasannya. ——mm o e e e
3) Surat tercatat sebagaimazna dimaksud pgda angka 2) ﬁ

ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham -~ ;
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayati
ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. =-—-———-== é
4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ——=-
dimaksud pada angka 1) ayat ini harus; —---——--—
a. dilakukan dengan itikad baik; -~~-——mm—c——oan
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan ------—

I keputusan RUPS; —— s o i
Id. disertal dengan alasan dan bahan terkait haig
| ! vang harus diputuskan dalam RUPS; dan =--—=---
| e tidak bertentangan dengan peraturan -—------
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----

Persercan. —mee—m—m e e
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'2. Qireksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ~———~=
peﬁegang saham paiing lambat 15 {lima belas} hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan —-
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 1) ———--—-
diterima Direksi. —=———rmuw .

3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 1 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau ~-
Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 {lima) -~-
hari kerja sebelum penguMUmMAn. ——=—=————— e

4, Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atas -~--
usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling —----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ---

Direksi wajib mengumumkan: —————=m————mooeeoo e

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari —-—--

I pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan =

j b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ———=-es———es

I 5. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman =—-——-—--—-
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau —---
Jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan «--

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam avat

1 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ——w-
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling —----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ----

dimaksud pada ayat 5 Pasal ini diterima Dewan -----—--

(9
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KOMLSArLS. ———mmmm o o
Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari --
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pfda --
ayat 6 Pasal ini.---——-=-wm—r—————m———- oo
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumnunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, dalam --
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak. tanggal permintaan penyelenggaraan --
RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib
mengumumkan: ———--—————s——s oo oo s e oo
a. terdapat permintaan penyelengaraan RUPS dari ----
| pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan —-—
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -——————-——-
Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau ----
jangka waktu 15 {lima belas) hari telah terlampaui,
pemagang saham aépat mengajukan permintaan --———-----—=
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ——=---
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Persercan untuk menetapkan pemberian izin --———-------
diselenggarakannya RUPS., ————=r--———=————=—-—————=————m~=
Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -—--—-——-
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini wajib -———=ww--—-—--—-
menyelenggarakah RUPS. ———————=r———=————mmoomo—om—
Jika permintaan penyelangggraan RUPS dipenuni oleh ~-
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ---
ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang =-~~--—-"

melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

’
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12.

14.

15.

16.

[E———et

?imaksud dalam ayat 1 angka 1) huruf a Pasal ini ==~
wajib tidak mengélihkan kepemilikan =sahamnya dalam
jangka waktu paling sedikit 6 {enam) bulan sejak ---
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris --—-
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.‘-

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atas ~-=-
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam —-
ayat 1 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -
Direksi, Direksl wajib mengumumkan: = === mmm———————

a.terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan
I Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan ----——-—mm~

b.alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ———mrmwe————n

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumumag ————————

“ 2

sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau -—-
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
Dewan Komisaris menvelenggarakan sendiri RUPS. =we—--

bewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS —---
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana -
dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15
(lima belas} hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13
Pasal ini telah terlampaul. -—-—=—=——————rmmmae

Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima)} hari --
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada -~
ayat 14 Pasal inl., ——————mmmmme e

Prosedur penyelenggaraan RUPS vyang dilakukan oleh ---




Direksi sebagaiﬁana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3
Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
ayat 6 dan ayat l§_Pasal ini, dan pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10‘Pasal ini wajﬁb -

dilakukan sesual dengan prosedur penyelenggaraan RUPS

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. ——=-=—————-—-
17. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud --
pada ayat 16 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara
RUPS waiib ﬁemuat juga informasi: --—-—-—--=-——rmr——---
a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan szhamnya pada

Persercan, jika Direksi atau Dewan Komisaris —-----

melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; —-—-
b. menyvampaikan nama pemegang saham serta.jumlah --——-
kepemilikan sahamnya pada Perseroan éan penetapan
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin --
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -----
pemegang saham sesual dengan penetapan ketua --—--

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; -—-

c. penjelasan bahwa Direksl tidak melaksanakan RUPS
| atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan -----—--

Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayvah Negara Republik -

| Indonesia. —————————--——— e e o

‘ 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktuy ---———--——
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penyelenggaraan RUPS. —r— oo e

Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 wajib dilakukan di: ————mmmemm e
a. Tempat kedudukan Perseroan; -—-—-===—————m————————u____
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha =~-=-——————-
' UL AMANYA; e e e e —————
c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau --——-—-
I tempat kegiatan usaha utama Perseroan; —-——-——-——-—~-——-
d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham -
‘ Perservan dicatatkan. =m—eee——— e
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi —-
ketentuan sebagai berikut: —————-emmmmmmmm————

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c¢. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemeganngaham. -

.

Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan —--we-———ae
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. ——--————-
Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
diungkapkan secara jelas dan rinci. ——==——————emmoo o
Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat --------
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan wajib =w--—-
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --

paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. ~—m————m e




1., Pengumuman RUPS ----——--———————=——-————<m==—ooo oo o T T T

(1) Persercan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada --
pemegang saham paling lambat i4 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak —=--—-==-—--
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal --—-
pemanggilan,-————————=~-——=———m-———o—smo oo s o —mme T
,(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1)

ayat ini paling sedikit memuat: -=-—--—---—=77"—"""~~

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---—-

dalam RUPS. ~—~———=—————wmm——————=—— oo m e

I b. ketentuan pemegang saham yang berhak --------—-

I mengusulkan mata acara rapat. -—-—-—---———-—77~""77

¢. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan —-=———-—-——--—-==~

d. tanggal pemanggilan RUPS; —-—-——w———=————="———"~

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ----
f

pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat

hal vang disebut péda angka (2) ayat ini, --———=---

pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa =---——- a

Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya —--——-

permintaan dari pemégang saham atau Dewan --—-—-—-——=-

Komisaris. —————m———mm———m———mm oo oo

2. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam :

pengumuman RUPS wajilb memuat juga keterangan: —-———=—="r"

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan —-------—7---
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham
independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --

RUPS pertama; dan —-—=~-————————wmw--—=-——smomoo s oo

|b. pernvataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan
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dalam setiap rapat. ——=——mm—— e
IB. Usulan Mata Acara Rapat ——=-—— e
!(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, palings
lambat 7 (tujuh) ha;ivsebelum pemanggilan RUPS. ---
|(2) Pemeganyg saham vang dapat mengusulkan mata acara —-

rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini -~---—

merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih vang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. ——-——=——————n
|(3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada

angka (1) ayat ini harus : —===————mmommm

a. dilakukan dengan itikad baik; ——-=--~—-——————-
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; —-—----
c. merupakan mata acara vang membutuhkan -—-——-—-

[ keputusan RUPS; —=——-mm————mmmmem oo e ————

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara

l rapat; dan —meem oo

e. tidak bertentangan dengan peraturan ———----—-—-—-—

1 perundang-undangan. -——————m e ———mm————
I(4} Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara —-—-
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat --
vang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan ——-
mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -

dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ---

Ll. Pemanggilan RUPS ——————-—mommmm e

{(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -----




(2)

pemegang saham paling lambat 21 {(dua puluh satu) :
hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan ——g
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. —————-oo————_ ;

Femanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka

(1) ayat ini harus memuat informasi paling segikit:
a. tanggal penyelenggaraan RUPS; ——————w————m—e———r
b. waktu penyelenggaraan RUPS; ————————m————u 7
c. tempat penvelenggaraan RUPS; ~~——————wmuw——c—— -__
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---
dalam RUPS; —— e

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atags ---—-

setiap mata acara tersebut; ——wme—meceo————o— .

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata -
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampail -

dengan RUPS diselenggarakan; dan —————-——————=
q. Informasi bahwa pemegang saham dapat -——=-————-

' memberikan kuasa ﬁblalui e-RUPS. -———-o—oeo——

’2. Bahan Mata Acara Rapat —~=--———mmommmm

](1)

(2)

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; --—----
Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -- :
angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal -
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----- .
penyelenggaraan RUPS; - ——-——-—— o
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan --
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata ---
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana -

dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan
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1(4)

{3)

" mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan -—--

peraturan perundang-undangan lain tersebut; --—--—-
Dalam hal mata acara rapat mengenal pengangkatan —-
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,.
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --
tersedia : ——wemmmmmme
a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;

b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana -——~-—-
dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur -—----

dalam peraturan perundang-undangan. —~---—-——————

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, Persercan Qajib —r=
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukﬁp
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen

sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
Saham Independen; dan ~—=—=——m—— e _______ '
b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa ————-———
pernyataan tersebut tidak benar, yang ~—---—-~—-

bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. -=---———-

I3. Ralat Pemanggilan RUPS ——-—-~———oow L ___________

[ (1)

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS --
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan

RUPS vang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ----

1
b A

i

i

I

A




dalam ayat 1‘angka {(2) Pasal ini. —--==-————————r——m
Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayvat ini memuat perubahan tanggal --
penyelenggaraan RUPS dan/atau psenambahan mata&cara
RUPS5, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang
RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ----
diatur dalam ayat 1 Pasal ini. -——==———————mmwm———
Apabila perubahan informasi mengenai tanggal --——-
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan ---
atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban ---—-—--
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana —————-
dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, —--—-
sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan

pemanggilan ulang. =———s—s—————— e

|4. Pemanggilan RUPS Kedua --—-----——--—omom

!(1)

“2)

Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, —--—--—=-
pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut: ~————m e

a, RUPS keduas wajib diselenggarakan dalam jangka --

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 {dua puluh satu) hari setelah RUPS ---
pertama diselenggarakan; —--—--————=--m———c——me———-
‘b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua --—-——--

diselenggarakan; dan --------mmomme e

|c. dalam pemanggilan RUPS keduz harus menyebutkan --
l RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak ---
i mencapal kuorum kehadiran. —--------—--———-——-——~

Dalam hal Perserocan tidak melakukan RUPS kedua ---—--

e
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dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka
(1} huruf a ayat ini, Perserocan wajib melakukan ---

RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 avat (4} . wee——mmmmmmmm =
’5. Pemanggilan RUPS Ketiga —~--——-ommomme
'(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS
ketiga atas ﬁérmohonan Perseroan ditetapkan oleh

OJK . o

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ---
harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 ————-
(empat belas) hari setelah RUPS kedua ~—~—————————n
dilangsungkan. =———————memmmmm

|(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat

ini memuat paling sedikit: w————m————mmmm

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam
’ anggaran dasar Perseroan; =—-——-—--—-—- T T ———

| b. daftar hadir pemegan% saham dalam RUPS pertama

‘ dan kedua; ——-m=—mmmm o

, ¢. daftar pemegang saham vang berhak hadir pada --

l pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; ----——————--

' d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----——--

! memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -—-————-=—cc———~

I e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan

| alasannya. —-eosmmmm e

h4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Persercan
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK . sebagaimana
dimaksud dalam angka (1) ayat ini. —————meo———m__

i6. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumﬁman ————————————————

l {1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat

[ pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ~—-—-

p
|
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(2)

(3)

(4)

ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK, wajib dilakukan melalui paling --—---
sedikit: —mmcm o e
a. situs web penyedia e~RUPS;-m————mmeome_.. e
b. situs web bursa efek; dan=——————w———e . __
€. situs web Perseroan, —--—mm——em—momeo
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -—w---
sedikit bahasa Inggris. =-—-——e—ommee

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ——-———mae—n

sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib

memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ;
pengumuman yang menggunakan Rahasa Indonesia,-———e--—
Dalam hal terdapat perbhedaan penafsiran informasi E
vang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang =----
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebabaimana —————
dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa —--
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -——-—-eo-—e— .
Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -—-—--
disediakan oleh Persercan, ketentuan mengenai media
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----—-—-
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah:
RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampaii
dengn angka (3) ayat ini dilakukan melaluj paling.g
Sedl kit e e e - E
a. situs web bursa efek; dan ~~-———-mmemcm e
b. situs web Perseroan. —-—==—--— oo
dalam Bahasa Indonesia 'dan bahasa a&asing, dengan

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---=-=

sedikit bahasa Inggris. —me-—eeommoom e 3
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l(l}

‘(2)

1(3)

?(4)

(3)

1. Hak Pemegang Saham - ————-woo——mmmmme e

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili R
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. ---
Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ~—————-—
merupakan remegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan RUPS. ——==—————mmmmeo——
Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, —--
ketentuan pemegang saham vang berhak hadir sebagai
berikut: ———-—mmme
a. wuntuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak ---
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar -
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)

hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; ---

tdan - e e

'b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak —-

hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar -
dalam daftar pemegang saham Persercan 1 (satu)

| hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. —--
Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka (2), --———--
pemegang saham vyang berhak hadir dalam RUPS —-————-
merupakan pemegang saham vang namanya tercatat -—-
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu} hari
kerja sebelumr pemanggilan ulang RUPS. —————————m——n
Datam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan =--
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (3) angka (2), pemegang saham vyang berhak

N T T R R SO

P




| (6)

F(7)

hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ——————wono
sebagaimana aimaksud pada angka (2) ayat ini. -----
Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan ——-—————--
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
{(6) dan Pasal 106 ayat {14), serta pemegang sa;ém -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10), =---
daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro
Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan -—-—--—
Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. ——————=—w———v
Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan ---

terkait mata acara rapat sepanjang tidak --——-—————--

bertentangan dengan kepentingan Perseroan. —-——-—-—-——-

2. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS ~——-=———wmmvmmme

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang

pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. —-------—-

|3. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: --—————————————————-—

{ (1)

| @

| (3)

Perseroan wajib meﬁyediakan alternatif pemberian = -

kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk -

hadir dan memberikan suara dalam RUPS. ———————————- :

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan
suara dalam RUPS sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ————m—mm e e e
Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2)
ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara —--
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh --
Penvedia e~RUPS atau sistem yang disediakan oleh --

Persercan, dalam hal Persercan menggunakan sistem -
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I(G)

(7

‘(11)

J vang disediakan oleh Perseroan. ——————————m———o——wen

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3)
ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) ---
hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. ————=mwm———
Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara ---
rada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara
elektronik., —————————-—m—m
FPemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa —----
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam
angka (3} ayat ini Jjika pemegang saham mencantumkan
pilihan suara. —=—=-—————mmmme—
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana
dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan --
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---—------—
penyelenggaraan RUPS. —-—-—--—-——————— e
Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa seqara ———
elektronik meliputi: ---w-—---mommmme e
a. Partisipén yang mengadministrasikan suB ——————

’ rekening efek/efek milik pemegang saham; -----—-
b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau ----
c. pihak yang ditunjuk oleh pemeganyg saham. -——~--
Persercan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8} ----
huruf (b) ayat ini, ~=-woo e e e o
Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8)
ayat ini wajib: -———-—-———mm
a. cakap menurut hukum; dan -—------——————— -~
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan

| Komisaris, dan karyawan Persercan. —--————-————w-e--

Pensrima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10)
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{12)

| 1a)

(13)

(16)

ayvat ini harus telah terdaftar di dalam sistem ---
e~-RUPS atau éistem yang disediakan oleh Persercan,
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang —--—---
disediakan oleh Perseroan. ——-—-——————————————————— .
Palam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara —-—--
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan
suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. --—-
Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta ——-
pemberian dan perubahan suara melalul e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua -—-
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah -
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan
oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan. ————m e s e s s e

Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan -

serta pemberian d%n perubahan suara diatur oleh --
Penyedia e-RUPS . —————mm e e e i e o
Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -——--
disediakan oleh Persercan, mekanisme pendaftaran, -
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian --
dan perubahan suara diatur dalam prosedur ---—----
operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
Penerima Kuasa bertanggung Jjawab atasfkuasa vang -
diterima dari pemegang saham dan harus --—-—---—-—--—--
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- =---

undangan. semmm e e e e

Penyedia e-RUPS. ————-——rmme e e e e e e e
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P (1)

(3)

| (4)

Kegiatan sebagai Penvedia e-RUPS hanva dapat —---—---
dilakukan oleh Lembaga Penvimpanan dan Penvelesaian
yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang -----
disetuijul oleh OJK. O LSOt

£
Pihak lain vyang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan —---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro ——---

administrasi efek untuk memastikan pemegang saham

yang berhak hadir dalam RUPS., -——————————mmmmme———

Pihak lain yang disetujui 0JK sebagaimana dimaksud
pada angka (Z) ayat ini wajib berbentuk badan ----
hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah ————---
Republik Indonesia. ———-——--ooom—oom
Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana
dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi
Persercan, dalam hal Perseroan n@nggunakag'sistem
yvang disediakan oleh Perseroan. ———————————————————
Penyedia eQRUPS wajib paling sedikit: ———1 —————————
f a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem —-—----—-
elektronik dari instansi berwenang sesuai —---
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

I b. menyediakan hak akses kepada Pengguna £-RUPS -
' untuk dapat mengakses e-RUPS; -——-———————————~—~

1 c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau -------
b prosedur operasional standar penyelenggaraan -

‘ @-RUPS; —mmmmmmm o mm i o

] d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan ~—-—-—
l keberlangsungan kegiatan e-RUPS; —-w=m-m—=e————

e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; —w-—-—

f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam

.
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(6)

(7)

hal terdapat perubahan atau pengembangan --——--
sistem térmasuk penambahan layanan dan fitur -
@-RUPS; == — o
g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh
kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk -—---
keperluan pengawasan, penegakan hukum, -------
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan -——-———-
pengujian; --—---—-mm oo
h. memiiiki dan menempatkan fasilitas pengganti
pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia
pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat
data utama; ---———--——mmmm
i. memenuhi standar minimum sistem tekneclogi -——-
informasi, pengamanan teknologi informasi, ---
gangguan dan kegagalan sistem, ;ergé alih -=--

i

kelola sistem teknologi informasi; ---——-—————

j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -
k. Dbertanggung jawab atas kerugian yang —--——————-—

ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya

dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS,-—-—--
Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secarz ~--——--—
elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perserocan, kewajiban Penyedia e-RUPS ——-————-——
sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini ----
berlaku juga bagl Perseroan, kecuali kewajiban ----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat
pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana -
dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini. -~—-—-—-—————-

Penyedia e-RUPS menetapkan keteatuan mengenal —------




(9

prosadur dan tata cara penggunaan e~RUPS. —————————=
Ketentuan mengenaimprosedur dan tata cara penggunaan
e~RUPS sebagaimana dimaksud pada angka {(7) ayat ini
berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
Ketentuan mengenai prosadur dan tata cara penqgunaa;
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini
mencakup paling sedikit: —=-m—m—mmmmmmmmm e
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau —--
pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, --——-
termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna =-RUPS;
b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -—-—
c. tata cara penggunaan &—-RUPS; ———mm—————ommomoo
d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; —~—=—m——ooee——

e. batasan akses penggunaan e-RUPS; ————m——m—mmmeme————

f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi

pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e—BUP%i —————
g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data galam -
l rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perserocan; -
h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
[ peraturan perundang-undangan; dan —--—--———————-—~-

i. penghentian sementara waktu pemberian layanan ---

I kepada Pengguna e-RUPS. —=————=-—m—mme e

———————————————————— PIMPINAN RUPS-——=—==m=——————m oo

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang —==——--

‘ ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -———————————mmmmm—mm

! 2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---

atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ———————emeoon

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota --
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6.

Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana
dimaksud pada ayatl(l) dan ayat {2Z), RUPS dipimpin olzh
pemegang saham vang hadir dalam RUPS vang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. ————————m——mmmmmmmm ————
Dalam hal anggota Dewan Komisaris vang ditunjuk olé; -
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyal benturan
kepentingan dengan mata acara vang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan vyang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -—-—-————————--————————nc——
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris menpunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu --—-
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. --—-——-—-————~
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh

Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ------—-

kepentingan atas mata acara yang akan dipuquskan dalam

s

RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ---

'mempunyai benturan kepentingaﬁl ————————————————————————

Dalam hal semua anggota Direksi mempunvai benturan ---
kepentingan, RUPS dipimpin ocleh salah ssorang pemegang -
saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas --

pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. —————————-

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus -—-—--
diberikan kepada pemegang saham yang hadir, ~-—=e-e———wmo
Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai, —-—-------
Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan

penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:-




a. kondisi umum Persercan secara singkat; -———————-—=-meo

b. mata acara rapat; ————-—-——---——————emmT oo oo

c. mekanisme pengambilan keputusan terkalt mata acara

l rapat; dan RS R
]d; tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ———-=--—-—---

-—-KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS---

——————————————————————————— Pasal 18~-~--——---m-mmo——memem
1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat., ——===mmmmr o e e

; 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} tidak --——-——-

tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -

l 3. ! pPengambilan keputusan melalui pemungutan suara ---—----—
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan ---
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadirag dan --
kuorum keputusan RUPS.-—====mw——= R i e e luwun-rw—
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk méta
acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan
mengikuti ketentuan: ——=—mmemmo——mm o

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih -—-

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, ----

kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan Jjumlah

kuorum yang lebih besar. --------—---———ro——m————-
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 ---

(satu per tiga) bagian dari Jjumlah seluruh saham

h
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dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali --
Anggaran Das%r Persercan menentukan jumlah kuorum
vang lebih besar; dan -———-——-—rmrmmm e
| C. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada'huruf a
4
dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ~-
Anggaran bDasar Perseroan menentukan bahwa --———-—-

keputusan adalah sah jika disetujui oleh Jjumlah

suara setuju yang lebih besar, -——————————— o

-Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 huruf b pasal ini tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusaq‘yang —————
ditetapkan oleh OJK atas permchonan Perseroan. ————-—---
Ketentuén kuorum kehadiran dan kuorum}keputusan RUPS -
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 berlaku --
juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi --
material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih --
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -————-—-—
mererlukan pé}setujuan menteri vyang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi —-—
manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan —-—-—

dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya —---
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Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -

a.

RUPS dapat dilaﬁgsungkan jika RUPS dihadiri olsh -
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 —-
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara vyang sah, kecuali Anggaran Dasé;
Perseroan menentukan jumlah kuorum vang lebih —-—-
besar; ———————————rm———— e

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak -—-
suara yang hadir dalam RUPS; —-————-———-———————————

dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan aengan -
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -—-
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang -
saham vang mewakili paling sedikit 3/5 (;iga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham d;ngan hak
suara vyang sah, kecuall Anggaran Sasar Perserocan -
menentukan jumlah kuorum vang lebih bhesar; —----—--

keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui ---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
seluruh saham dengan hak suara vang hadir dalam --
RUPS; dan mew—wosm e

dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua —---—--——-
sebagaimana dimaksud huruf ¢ tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara --
vang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum —--—---

keputusan vang ditetapkan oleh 0OJK atas permohonan

U




Tomee

i Perseroan. ———mmme e
Kuorum kehadiran‘dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara mengalihkan kekayaan Persercan yang merupakan --
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan —---
bersih Perserocan dalam 1 ({satu) transaksi atau lggih,
baik yang berkailtan satu sama lain maupun tidak, ---—--—-
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang =—---
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ---
kekayaan bersih Perserocan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ---

perbubaran Persercan, dJdilakukan dengan ketentuan ----

sebagal berikut: ~—————-mmm—————

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihaqiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling seéikit 3/4 —-=
(tiga per empat) baéian dari jumlah seluruh sahaﬁ
dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar

Perseroan menentukan jumlah kucrum yang lebih —--—-

besar; ——---——mmmmmm

| b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
{tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS; --—————--———m—mr——

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---

keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham -

vang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
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d.

-

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, kecuaii Anggaran Dasaxr Perseroan -————---
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ——-----
keputusan RUPS kedua adalah szh jika disetujui --

&

cleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -~-

dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --—-—
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan

Perseroan. -————---mmmmm e

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yqﬁg hanya

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan --

dengan ketentuan: —-—-—-——-—vm——u———— T

=

b.

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah vyang dimiliki ---

Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujul oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara vyang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen; ~==-——————wemmmm—

dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a




10.

tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan dika
RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
vang dimiliki Pemegang Saham Independen,. kecuali
%

Anggaran Dasar Persercan menentukan Jjumlah kuorum
vang lebih besar; —-————rm—momm

keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----—-
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPS; ———mm—— o e

dalam hal kuorum Kkehadiran pada RUPS kedua ----——-—
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen?dari saham

dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran

yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui --
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih
dari 50% (lima puluh pérsen) saham yvang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen vang hadir dalam ---

RUPS. = m o o e e e

Dalam hal Perserocan memiliki lebih dari 1 (satu) ---

klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak
atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ---
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan

ketentuan: ————---mmm




RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUDPS paling --
sedikit 3/4 {(tiga per empat) bagian dari Jumiah
seluruh saham pada klasifikasi saham vang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ---
diwakili, kecuali Anggaran BDasar Perseroan ~———- -
menentukan jumlah kuorum vang lebih besar; —-~--———-
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, ------
kecuali Anggaran Dasar Persercan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar; --—-—--—-————orme——m
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaghuruf a
dan huruf b sah jika disetujui cleh lebih dari 3/4
{tiga per empat) bagian dari saham dengan hak -
suara yang hadir dalam RUPS; dan —=—=—rme-—mr——————r-
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak meﬂgambil keputusan jika --~
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---
sahan vang terkena dampak atas perubahan hak --—-—-
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---—-
keputusan vang ditetapkan oleh OJK atas permchonan

PerSer0an., ——— e

Dalam hal klasifikasi saham vyang terkena dampzk atas

“l_perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----




12.

i3,

3.

tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK

ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan

klasifikasi saham tersebut. =—-—-————ooeo__________

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah

suara vang sama dengan suara mayoritas pemegang saham

Dalam pemungutan suara, suara vang dikeluarkan oleh --

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yvang -~-—-—

dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan -

kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian

dari jumlah saham vyang dimilikinya dengan suara yang

berbeda. ——-oomoomo L

Perserocan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan ---
risalah RUPS. =—-momm—mm
Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ---
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang --—---
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam
bentuk akta berita acara RUPS vang dibuat oleh notaris
vang terdaftar di OJK. ~-————wmomoo e __
Dalam hal RUPS merupakan RUPS vang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat
dalam bentuk akta berita acara RUPS vang dibuat oleh

notaris yang terdaftar di OJK. =——————ooeommme

0

dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada

vang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan

yang mengeluarkan suvara. —-—=—-—-me—mmo .




Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam -—--—-
bentuk akta notariil oleh Notaris vang terdaftar di OJK
tanpa memerlukan tandatangan dari para peserta RUPS, —---
Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ‘wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) —;—
hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. -—---——=—————-
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 6 jatuh pada hari libur, risalah RUPS
tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja
berikutnya. ———=—mmmm e
Dalam hal Persercan menyampaikan Risalah RUPS melewati
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 —---———----—
penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian
risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas
akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana ---—--
dimaksud pada ayat 7. ————————————————~——~—~~——7; ———————
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 wajib memua£ informasi paling kurang: ---——————————=——-
a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,

l waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ————-——-

’b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ——-

hadir pada saat RUPS; ---—---—mm-ocmooo—

l c. Jjumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir

pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh

saham yang mempunyal hak suara yang sah; -————=—we——o

Id. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang --

saham untuk mengajukan pertanyvaan dan/atau -------
memberikan pendapat terkait mata acara rapat; ------
|e. jumlah pemegang saham yang mengaiukan pertanyaan —--

ldan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ---




110.

lrapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; ------

mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -—-———-~—-—-——wm

kh

g. hasil pemungutan suara vang meliputi jumlah suara --

setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakugén -
dengan pemungutan suara; —-————-————————-————-———-——-——
h. keputusan RUPS; dan —————————————————wmm———m—— e
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang
saham yang berhak, Jjika terdapat keputusan RUPS --—--
terkait dengan pembagian dividen tunai. ---———-—-—---—-
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1

wajib disampaikan kepada masyarakat paling lambat 2 —---—-

{dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. --———---——

.Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam avat (6) sampai (10), —-
Pasal 14 ayat (6) mutatis mutandis ber}aku Phtuk ———————
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ya%g telah -—-
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dan penyelenggaraan

RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) angka 1 huruf b. --------—--————-

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling —---

kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, --
1 {satu) diantara anggota Direksi diangkat sebagal --
Direktur Utama., -—====me—mr— e

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk Jangka ----
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUOPS --—-

vang mengangkat mereka, sampal dengan penutupan RUPS
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6.

vang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan -
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ————m—e—m————r
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan ----—-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, --— -

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagal --
anggota Direksli setelah masa jabatannya berakhir -—---—-

dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan —-—-—---

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi ------

jabatan anggota Direksi vang diberhentikan --—————-———-
berdasarkan ayat (2) atau bilamana ada suatu -——---—-—
lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
lain dalam Anggaran Dasar ini, --—————--————--————

Seorang vang diangkat untuk menggantikan anggota —-—-
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayatj(3) atau
untuk mengisi lowoégan atau seorang vyang diangkat -
sebagal tambahan anggota Direksi yang ada, harus ---
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa
jabatan anggota Direksi lainnya yang masih -----—-——-
menjabat, ~=—rmmmmmm e ————— e

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi —---—-—
lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ------—-
setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -
undangan dan Anggaran Dasar. ———————=-m-m—————————————

Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan R
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 -

{seratus delapan puluh) hari seiak terjadinyva -----




lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk --

mengangkat Direksi baru dan untuk sementara ---————-

Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. ——————me————o

1.

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang =---

%

perseorangan yang memenuhl persyaratan pada saat -

diangkat dan selama menjabat: —-———————mmeo—mm——

a. mempunyai ahklak, moral dan integritas yang ----

baik; ———mmemmm

b. cakap melakukan perbuatan hukum; --~=--———mec———-

¢. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan -

4.

1.

2.

selama menjabat: -———-=————mmm—mee e

tidak pernah dinyatakan pailit; ——=—————~—c————
tidak pernah menjadi anggota Direksi---——-——-
dan/atau anggota Dewan Komisaris vang ---—-
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ---—-
perusahaan dinyatakan pailit; —-—2-———cmmeu_—
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara --—-—-—-—
dan/atau yang berkaitan dengan sektor --—-——-—
keuangan; dan -———-———— -
tidak pernah menjadi anggota Direksi ------
dan/atau anggota Dewan Komisaris vyang selama
menjabat: —mmm e
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS ——-w-

‘ Tahunan; --—wmec—mmmm e e
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
pernah tidak diterima oleh RUPS atau ---
pernah tidak memberikan -———w—e———m—o—————

pertanggungjawaban sebagai anggota ----—-—-
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Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -

kepada RUPS; dan —~——~~—————————moroen
c) pernah menyebabkan perusahaan yang ------
memperoleh izin, persetujuan, atau S
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi --—----
kewajiban menyampaikan laporan tahunan -

dan/atau laporan keuangan kepada OJK, ---

I d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan ------
perundang-undangan; dan ——-—ese oo ——— e oo
l e. memiliki pengetahuan dan/atau keahliarn di bidang

yang dibutuhkan Persercan; ----—--——--——--——————~

' 2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada --
butir (1) wajib dimuat dalam surat pernyataan dan -—-
disampaikan kepada Perseroan. ————————=—--=mmmmmeee o

| 3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir --—-—

(2) wajib diteliti dan didokumentasikan oleh --=----

Perseroan. ----———---—- i tetet b
’8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan
penggantian anggota Direksi vang tidak memenuhi -——————-

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ~--——————-

‘9. 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: ---

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) ---

l emiten atau Perusahaan Publik lain; -———-~——-——--

lb. anggota Dewan Komisaris paling banvak pada 3 ---
{tiga) emiten atau Perusahaan Publik lain; --~--
dan/atau ==--ommm e

‘c. anggota komite paling banyak 5 {lima) komite di
perseroan, dimana yang bersangkutan juga -----

menjabat sebagal anggota Direksi atau anggota —-

it
N
i




[

| 10.

11.

Dewan Komisarisg., —————=-————mmme e

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir {1)
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan -
dengan perundang-undangan lainnya. -———————ce—o———ee_
Dalam hal terdapat peraturan perundang—undang; ——
lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap ~--

jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam ——~-———— f

Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan vyang mengatur

lebih ketat., ———————-mom e
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -—--—-—-——-— ;
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus --———————-

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau --
komite vang menjalankan fungsi nominasi. —————=——————o

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. --——————-

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secaﬁa tertulis -
kepada Perserocan. —~~—————————-—~—————; ————————————
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---——-
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota =-=—-—-
Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu ----

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----—
diterimanya pemberitahuan secara tertulis ———e-———
tersebut., -——m———
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS -
dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya
kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota ---
Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota
Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya
tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan -----—---

ketentuan apabila pengunduran diri tersebut ----—--
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‘12.

‘ 13.

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi -----
kurang dari 3 (tiga} orang, maka pengunduran ----
diri tersebut sah apabila tslah ditetapkan oleh --
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru
I sehingga memenuhi persvaratan minimal jumlah -----—
anggota Direksi. ==--—m———mmmmmm e
Terhadap anggota Direksi vang mengundurkan diri --
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung ---—---
jawabannya sebagal anggota Direksi sejak --—-—-——--

pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal =-—--

pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. —----—-
3. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: —-————--

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----—-

pengampuan berdasarkan suatu keputusan -———-—-—
pengadilan; atau —-———sme———m—m e
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku; atau ----—-———-

¢. meninggal dunia; atau ———-~--eemmm

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau

e. mengundurkan diri sesuai ketentuan butir 1; ---

’ AtaU ———

! f. masa jabatan telah berakhir. -———=—we—ovoo—————
Perseroan wajijib melakukan keterbukaan informasi ------
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling --

lambat 2 {dua) hari kerja setelah: --———----—————-u~

a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -~

sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) butir 2; dan -
’b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
|dalam ayat 11 butir 3., -

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara --
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waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bartindak -
bertentangan deﬁgan Anggaran Dasar ini atau terdapat --
indikasi melakukan kerugian bagl Perseroan atauy -——--
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan vang -—---—
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan =-——————-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -—memmm— -
a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian --
sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan -
tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan --——-—-—--
KOmisaris; ——————rmmmee e e
‘b. pemberhentian sementara dimaksud harus --—--————=mw-
diberitahukan secara tertulis kepada yang -=—=—-————- :

bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan ----- :

tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; -

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b}
disampaikan dalam waktu paling lambat ? (dua) hari;
kerja setelah ditetapkannya pemberhent;an sementara
tersebut; -——-mmmmmmmmme———
d. Dalam hal terdapat anggota Direksi vang ———~~——“———é
diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksudé
pada huruf (a), Dewan Komisaris harus --—-==—————————- 5
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ——=—wew——- !
menguatkan keputusan-keputusan pemberhentian --—----

sementara tersebut. —----—mmmmmee

€. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (¢} harus ---
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90;
(sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentiané
Sementara. —— e e e

If. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPs;

sebagaimana dimaksud pada huruf (e) atau RUPS --
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tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian =----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ---
menjadi batal. ———=-—————mmmm e
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf kd) -
*
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri. ——-—————m———
Anggota Direksi yang diberhentikan untuk-----—-———--
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak
berwenang; =-—————rmm o
i. ~ menjalankan pengurusan Persercan untuk -—-—---~--
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan; dan ---——-——————mmm—mmm—e
ii. mewakili Perserocan di dalam maupun diluar ---—--
i pengadilan., —————-—m
Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada -
huruf (h) berlaku sejak keputusan pemberhqﬁtian -—-
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -
a. terdapat keputusan RUPS yang:menguatkan atau -
membatalkan pemberhentian sementara —-——-———-———-

sebagaimana dimaksud pada huruf (d); atau -

‘ b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --

i pada huruf (e}). ———-————mrmmrm————

llé. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenaj: —----—

.

b.

keputusan pemberhentian sementara; dan —-~w-——————
hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana =——=-w=——-———
dimaksud dalam ayat (13) huruf (d) atau informasi
mengenal batalnya pemberhentian sementara oleh —--
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS

sampal dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana -
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|dimaksud dalam avat (13) huruf (f); -——wee——————-
paling lambat 2 {(dua) hari kerja setelah terjadinva -~-

peristiwa tersebuf. —ee—m—mmmm

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggqung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perserocan —~-———-—
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ——-—-e-——————e _
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas ———————=-
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi -
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ——~
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -

dan Anggaran Dasar. —————mmmmm e
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan --—-

tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~———E

dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, gan ————————— ?

kehati~hatian. ———-=-—so———mm e

'4. Dalam rangka mendukuné efektivitas pelaksanaan tuggs ~€
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ——é
Direksi dapat membentuk komite. =~=—————mmmm—m
]5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat‘

{4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap ———%

kinerja komite setiap akhir tahun bukuy. ——————mmm——me
I6. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara ---—-
tanggunyg renteng atas kerugian Persercan yang —------ ;
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggcta --—-

Direksi dalam menjalankan tugasnya. s——————————e———

2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan - E
atas kerugian Persercan sebagaimana dimaksud pada ——é

butir (1) apabila dapat membuktikan: -—-—-—---———-—o——-—




a. kerugian terssbut bukan karena kesalahan atay -—-
| kelalaiannya; ——————s——mmmem
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, -
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian uﬁtuk -
kepentingan dan sesual dengan maksud dan —~—--—-

tujuan Perseroan; =mm=e—=————————mm e

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ----—-

langsung maupun tidak langsung atas tindakan ---

pengurusan vang mengakibatkan kerugian; dan ---
ld. teiah mengambil tindakan untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut. —-————————-=
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (1), {(2), (3), (4) dan ayat (5} --~--
sesual dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai —--

dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran

1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perserocan di
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Persercan dengan --
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta --
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk: -----——--"-"mcrmm

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -———-----—

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ---———--
Perseroan di Bank); ———-wm—omommmmmm
b. mendirikan perusazhaan, turut serta melakukan ---
investasi selaku pemegang saham perusahaan ----—-
dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan —-—-

pada perusahaan di dalam dan/atau di luar --———-——-
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2.

! wilayah Republik Indonesia; -————=—==m——mmemrom————
c¢. membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima -

I pelepasan hak atas benda tidak bergerak; —=--=ww-

| d. mengikat Perseroan sebagal penjamin, borg e

dan/atau avalist yang nilainya tidak lebih dari -
50% (lima puluh persen) Jjumlah kekayaan bersih -
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih ——-
vang berkaitan satu sama lain atau tidak; —--====-

dan/atau ———mm oo

e. mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau --————--=
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan vyang
nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Persercan dalam 1 {satu) -

transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama --

lain atau tidak; e
harus dengan persetujuan tertulis dari apéu ————————
surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ------
ditandatangani oleh Dewan Komisaris, ---—————=-———wm=~
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi -
yvang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi --
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang -—----—
saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, ------
Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana ----—
dimaksud dalam Pasal 18 avyat (%) Anggaran Dasar ini
dan sesual dengan peraturan perundang-undangan —------—
dibidang Pasar Modal. —————-=m - e
a. Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang
anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------

Perseroan. ———r—m o mm s e e e

B e
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b. Dalam hal Dirgktur Utama atau Direktur tidak —w——-
hadir atau berhalangan karena sebab apapun -juga,-
vang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi 1ainnya‘ber2ak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ——;——

Direksi serta mewakili Perseroan. -~=w——mmemee——m—

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Persercan -
apabila: —————-——mmmm
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan

t dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan --
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan

Perseroan. --—-———-———-————--—-————————————————.

Dzlam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 4, vyang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
a. anggota Direksi lainnya vyang tidak ;mempunyai
‘ benturan kepentingan dengan Perseroan; --—-—--——--
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota -—-—-—-
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan --
PErSerOAN,; —=— o e e
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal --
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris ---
mempunyai benturan kepentingan dengan -----—---—-
Perseroan. ————————m—mm i
Direksi wajib meminta persetujuan RUEPS sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) butir {1) Anggaran
Dasar ini, dan sesual dengan Peraturan ---—--——-—--——-
perundang-undangan di bidang pasar modal, untuk: --—-
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -—-—-—-—-———-

b. Menjadikan jaminan utang kekayvaan Persercan; ---




vang merupakan iebih dari 50% (lima puluh persen)
kekayaan bersih Perserocan dalam 1 (satu) tahun buku,

baik dalam 1 ({satu) transaksi atau lebih, baik vang

berkaitan satu sama lain maupun tidak., -==-————w———-
*

7. Pembaglan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi

ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak ------

menetapkan, maka tugas dan wewenang setlap anggota -~

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksl secara berkala
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. —-----—-
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri -—---
mayoritas dari seluruh anggota Direksi. ———----——-———-—-

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan ---
Komlsaris secara berkala paling kurang 1 {sgtu) kali --
dalam 4 (empat) bulan. “_ﬁ‘“‘_‘""""_"—""‘: ———————————

Kehadiran anggota Direksi &alam rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam
laporan tahunan Perseroan. --————————————————————

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota —---—---
Direksi vyang berhak bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi menurut ketentuan Pasal 21 ayat (8) butir (3) -
Anggaran Dasar ini. ———————mmmmmemem e

Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat vang disampaikan langsung --
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ~----
terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat
Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi., ——--—-———omeeme——
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|1o.

ﬁl.

1. Direksi harus menjadwalkan rapat ssebagaimana —-——-—--
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun -

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. --——-=-—-

, 2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana' ——————

dimaksud pada butir (1), bahan rapat disampaikan ---

kepada peserta paling lambat 5 {lima} hari sebslum -

rapat diselenggarakan., —-—————————rmmmmmm—— e
3. Dalam hal terdapat rapat vyang diselenggarakan di --
luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat --
disampaikan kepada peserta rapat paling iambat -----
sebelum rapat diselenggarakan. ———--——-——————— .
Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, -
tanggal, jam, tempat dan acara rapat. ————————————————w
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perserocan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan., ———————m—————————n
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga éan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —-~~--
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat

Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi ---

Seorang anggota Direksl dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
Surat Kuasa. ——— - =m o
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -———--——-

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
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| 12.

13,

|14,

15.

dua) bagian dari jumiah anggota Direksi yang sedang ---

menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. ----

Keputusan Rapat Direksi harus diambil Dberdasarkan —ee——— ,

musyawarah untuk mufakat. —————-mmmmmm L

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -------- 1

pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. ~e——————e

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, --

Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan., —-——-—-—me——eeo

a. Setiap anggota Direksi vang hadir berhak ~———=——wu_—
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu} -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ——--——-~
diwakilinya. -=————;ommom .

b, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---—-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---—-
sedangkan pemungutan suara mengenai ha%éhal lain --
dilakukan secara lisan, kecuali: Ketua ﬁapat Direksi
ménentukan lain tanpa ada keberétan dari yang hadir;
C. Suara abstain dan suara vang tidak sah dianggap —-—--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada

serta tidak dihitung dalam menentukan Jjumlah suara -

vang dikeluarkan. ——-=——eemmemm

1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 —--——-
diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, --———--
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang --
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota —=---——-

Direksi. —-memcomm .

|2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas
; wajib dituangkan dalam risalah rapat, -——-—-e——e—-———-

ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota --—--
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16.

I 4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir {1)

Dewan Komisaris vang hadir dan disampaikan kepada --
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan —-——=-—=——-
Komisaris. ————m==—m—m e
3. Dazlam hal terdapat anggota Direksi dan/atau énggota
4
Dewan Komisaris vang tidak menandatangani hasil ---
rapat sebagaimana pada butir 1 dan butir 2 --—-
diatas, vang bersangkutan wajib menyebutkan ----—-—-

alasannva secara tertulis dalam surat tersendiri

vang dilekatkan pada risalah rapzt. ————————————-——-

dan butir (2) wajib didokumeﬁtasikan oleh —-=~—m—mme
Perseroan., —-————————————m - —m e m s
Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah baik —--—-—-
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak --=-—-
ketiga mengenal keputusan—-keputusan yang diambil di
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. %pabila -

risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan —--—-

demikian tidak di syaratkan. S —
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan ~--
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis dengan -—---—-=————————-
menandatangani persetujuan tersebut; ---——--———————-———-
~-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyal

kekuatan vyang sama dengan keputusan yang diambil -~--~---

dengan sah dalam Rapat Direksi. -r=wmewmeeom—e———— oo

Dewan Xomisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) ----
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orang anggota Dewan Komisaris, satu diantaranva adalah -
Komisaris Indepen&en. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri
lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, —-—-—--
jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% --—-
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota --—-—-——-
Dewan Komisaris. ————v--mmmmmmm e
Satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi
Komisaris Utama. ———m=——mmmmmm e :
2.| Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk ——---
jangka waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal —---
RUPS yang mengangkat mereka, sampail dengan penutupan --—-—
RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka --
dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ————————m~=-
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan -—-

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

3. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemeguhan ———————
persyaratan untuk menjadi anggota Direkéi —————————— 4
sebagaimana dimaksud daiﬁm Pasal 20 ayat (7} --————-
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan ————=——-
Komisaris., ————mmomm e~
2.l Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi =-----

persyaratan sebagai berikut: ——--me-mmmmmmmm

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau ---—————-—-

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk -----
nmerencanakan, memimpin, mengendalikan, atau -----
mengawasi kegiatan Perseroan dalam wakty —-——————-
6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk --———-—-—--—-
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen

Perseroan pada periode berikutnya; --———=w-—————=
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Lb. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak

! langsung pada Perssroan; -——--——-————————————————mm_—
]c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan =--——---
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggoté —————
Direksi atau pemegang saham utama Persercan ----
tersebut; dan --=-————————m
d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung --
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan --—-—-

kegiatan usaha Perserocan tersebut. -~----r—we—o——

l3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1} dan
butir (2} waiib dipenuhi anggota Dewan Komisaris ~-

selama menjabat., ——=——-m— e

l 4. Persercan wajlb menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -
| penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa —--—--
jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3). —————————————————————f —————————
‘ 5. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan =-
masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasaléw

20 ayat (2) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku —-----

bagi anggota Dewan Komisaris., ————rmemmee e

6. 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap Jjabatan -

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 {(dua) -----

emiten atau Perusahaan Publik lain; dan —-———-——-

| b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 ---

‘ (dua) emiten atau Perusahaan publik lain. -—==---
\ 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -—
jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan ~-=-——
Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap -------—

jabatan sebagail anggota Dewan Komisaris paling --—---—-—
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3.

i8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----===-—-

banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagal —-——-

anggota komite paling banyvak pada 5 {lima) komite di
E

persercan, dimana vang bersangkutan juga menjabat --

sebagal anggota Direksi atau anggota Dewan ———=————--— _

Komisaris. ——————rm—mmm e

Rangkap jabatan sebagal anggota komite sebagaimana
dimaksud pada butir (3) hanya dapat dilakukan -----—- E
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan --—-—-- E
perundang-undangan lainnya. ===msee s mmmmen

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan —j
lainnya yang mengatur ketentuan mengenal rangkap --—- .
jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam ----—--- E
Peraturan OJK, berlaku ketentuan vang mengatur ----- ;

lebih K@tat. =—=mwm—— oo i

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2

(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris -------
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap --———-

independen kepada RUPS. -—————-———————————————— oo

Pernyataan independensi Komisaris Independen ---———-
sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib --——-—————=
diungkapkan dalam laporan tahunan. =—=—-——e-—————————~
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite
Audit, Komisaris Independen vyang bersangkutan hanya |
dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 w——%
(satu) periode masa jabatan Kemite Audit —-=-——www--

berikutnya. —me=e—mmmmm i
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2.

penggantian anggota.Direksi kepada RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) mutatis wmutandis ----
berlaku bagl anggota Dewan Komisaris. --—-—————-—=—- —_—————
Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (11) dan avat
(12} mutatils mutandis berlaku bagi anggbta Dewan —--—--—---—
Komisaris. - - -
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: ---
a. dinyatakan pallit atau ditaruh dibawah pengampuan --
| berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau —-——---
b.. mengundurkan diri sesﬁai dengan ayat (9); atau ----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan =——=—=—=-mm—-~
‘ perundang-undangan; atay ———————m——m—m—mm—————————————
d. meninggal dunia; atau ~=r-eemeee—e e e e
e. diberhentikan karena keputusan RUPS; —————————=—=——=

f. masa Jjabatannya berakhir, ---w--vo-vrmmmmmm——m

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ---
bertanggung Jjawab atas pengawasan terhadap kebijakan -
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----
mengenal Persercan maupun usaha Persercan dan memberi -
nasihat kepada Direksi. -——---—r——omr———
Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib —--—-—-———--
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuail
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam -----==---
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. —----—-
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan ---
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan -

itikad baik, penuh tanggung Jjawab, dan kehati-~hatian. -

[ —

TR




P 5.

| 6.

Fo.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas -
dan tanggunyg jawaﬁnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan -——————-
dapat menbentuk komite lainnya. ——-——=-————————-- e
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap -----
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tujas dan --
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 --—-
setiap akhir tahun buku., -——————————m oo

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam keria kantor ---
Persercan berhak memasuki bangunan dan halaman atauw ———-—
tempat lain yvang dipergunakan atau vyang dikuasal oleh -
Persercan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ------——-
catatan, surat dan dokumen serta alat bukti ---—-—————-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas ----
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala —----—-

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. --————————-
i

r

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---——————-
memberikan penjelasan tentang segala hal yang —--———————=
ditanyakan oleh Dewan Komisaris, =—rrmr=meemrrmeecocommeoe—

Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus ----
Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi --————-——-
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ----
mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal ———=--—-
demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ---—-
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota -
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris., ———=---
Ketentuan mengenal pertanggungjawaban Direksi --—-———==—-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (6) mutatis --
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. —————————cwme———=

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara -
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I .
anggota Direksl dengan menyebutkan alasannya. —=~=——-

2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan ~--————-—-—-
pengurusan Perserocan dalam keadaan tertentu untuk ---
jangka waktu tertentu. ———————m e
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir (2) ~———w=-

ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau —-—-~--——--

keputusan RUPS, ——-——mmmmmm e

1. Dewan Komisaris wajlb mengadakan Rapat Dewan Komisaris

paling kurang 1 {satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ——=~w=-—
Rapat Dewan Komisaris dapat diiangsunqkan apabila -----
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan ---————-—
Komisaris., ———m————— e e
J 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersaTa Direksi
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dafam L ————=
(empat) bulan. —=m=ee—c e

l 3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat --------—-—

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) wajib

diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. —-—-—-————-~-—

4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal -

22 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan

Komisaris. ————--—o—mmmmm e o
! 5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ———————=-
l Komisaris Utama.————— e — oo m oo o
? 6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada
| setiap anggota Dewan Komisarls secara langsung maupun -

i dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima vang

l layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat -

: : 83



o,

[11.

112.

|13.

o)

Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan --

tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. --—-

Pemanggilan Rapat Dewan Kowisaris itu harus ———-———-—-———o :

mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara ---—- :

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ---—-

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-—-———=—w==—

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ---—-—-

diwakili, pemanggilan terlebih dzhulu tersebut tidak —-

disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan --
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. ----—————rr——
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau ------
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris %kan dipimpin
oleh salah seorang anggota Dewan Komisafis;yang dipilih
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris vang hadir. -——--

Secorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam -
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota --—----—
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. —-——-—-
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----———--
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -------
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara --
terbanyak, =~ - e
Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, -
maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-—-
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---

‘ mengeluarkan 1 {satu) suara dan tambahan 1 {satu) --
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suara untuk setiap énggota Dewan Komisaris lain vang
diwakilinva dengan surat kuasa. ———-—————————————————

b, Pemungutan suara mengenal Jdirl orang Jdilakukan ---—-
dengan surat suars tertutup tanpa tanda tangan, -—
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan -—-

Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari -

vang hadir, -
¢. Suara abstain dan suara vyang tidak sah dianggap —---

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada

serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yvang dikeluarkan. ——;=mrmmmmm e
Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat —-----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (16) -
mutatis mutandis berlaku bagil rapat Dewan Komisaris.--——-—

f

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yéng ——
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ---
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -—-————-—-
diberitahu secara tertulis mengenai usul vyang ~-—-—==-=-
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris ----—---
memberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan ---
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----—-
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,

mempunyal kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----

diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisarig.-—-—————---

Direksi wajib membuat dan menvampaikan rencana kerja -—-—
tahunan, vyang mermuat juga anggaran tahunan Perseroan -—-—

kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -----




3.

‘2.

keuangan Perserocan berdasarkan keputusan vyang diambil

sebelum tahun buku dimulai.-----=—sccmo j
Rencana kerija sebégaimana dimaksud pada avat (1) —-—-—--- j
harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
dimulainya tahun buku yang akan datang. -—-——---- B -
Tahun buku Perseroen berjalan dari tanggal 1 {satgj -
Januari sampail dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ~=---
Desember. Paca tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
tiap tahun, buku Perserocan ditutup. --—--—=-=m==--—————-
Direksi menyusun laporan tahunan sesuai deangan —----—-————-
ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan —-—~
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
serta menyediakannya di kantor Persercan untuk dapat -
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak ---
tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. —-————-———————————=wuv
Persercan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indon%sia dan ----
berperedaran nasional, dengan memperhatikaé ketentuan -
perundang-undangan yang}berlaku di bidang Pasar =—-——-—---

Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga———-

setelah tanggal laporan keuangan tahunan. —--—--———————--

Laba bersih Perserocan dalam suatu tahun buku seperti -
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yvang --
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo --
laba vyang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya
menurui cara penggunaannya vang ditentukan oleh RUPS
tersebut, —----mm e ———————

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
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dalam RUPS, dalam keputusan mana Jjuga harus ditentukan
waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan vang berlakue di Bursa Efek di --—-—-
Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatb; --———--
-Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada --
pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham pada hari kerja vyang akan ditentukan —-—-
oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan -
untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku
di Bursa Ffek di Indonesia;———-m-—mommmmm e
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada --
semua pemegang saham; ---——-----"----—
Pemberitahuan mengenal dividen diumumkan sebagaimana —--
diatur dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar ini. ------
i

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahuﬁ buku  —-——-
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Persercan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya. ----
Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan =-—----———--
persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi -----
dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan ---
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim -
tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan --
dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya
sesual dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan -

memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang --—-




Pasar Modal.——=-—mmmmmmm e

14 Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya ~——§
# i

untuk cadangan, sampai cadangan mencapai Jumlah paiing !

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ---—-—-

ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan ~—-—--— i

tersebut hanya Dboleh digunakan untuk menutup -—---—-——~

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.-
{ 2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% —---
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan —-
disetor Perserocan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah —-~-
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perserocan. =——--——-—-—-
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang —---—-—-
belum digunakan untuk menutup kerugian dan ————————mw—w——
jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebaga%mana ———————
dimaksud pada ayat (2) vang penggunaannya bélum ————————
ditentukan oleh RUPS harus dikelola deggan-cara ————————

yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah —--—-——--

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan ----

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, ———-——--—
perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS ~—w————————w
sesual dengan peraturan perundang-undangan dibidang -------

Pasar Modal. —wre—mmmmomm e -

—————————— PENGGABUNGAN, PELEBURAN; PENGAMBILALIHAN-~-w=~-—-—-
—————————————————————— DAN PEMISAHAN--—-———-———————— e wm
———————————————————————— Pasal 30---——-——mmmm e

88




Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ----
diputuskan c¢leh RUPS sésuai dengan Peraturan -—-—-———-——=—--
perundang-undangan dibidang Pasar Mcodal dengan —-——==m—mewn
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini -——-————--

dan peraturan perundang-undangan lainnya., -—---———————————=~-—

Pembubaran, Likuidasi dan Dberakhirnyva status badan hukum
Persercan diputuskan oleh RUPS sesual dengan peraturan ----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dengan ----—--————--—
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar dan ———=————--—

peraturan perundang-undangan lainnya. —=-=-—————————————-———-

—— Untuk hal-hal vang mengenal Perserocan, para p?megang -
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat—alagat ———————
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan ----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan --
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ---———————-

Indonesia ditempat di mana saham-saham ——-————————smmmwwmn—

Perseroan dicatatkan., =—=—-—emomm e m e

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran -----—-
Dasar 1ini berlaku UUPT dan peraturan —--—-—--—-—-———————=--~
perundang-undangan lainnya. ————————-———————————————————

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----

| dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

—-—- Akhirnva para penghadap bertindak dalam kedudukannya --
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sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa modal —--——-

ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) --—-

telah diambil bagian oleh para pemegang saham, yakni: —---

a. perseroan terbatas———
PT BAKTI TARUNA SEJATI,
sejumlah 835.970.196~-~
{delapan ratus tiga ~---
puluh lima juta -——-----
sembilan ratus tujuh --
puluh ribu seratus-—---~---
sembilan puluh enam)---~
saham dengan nilai-—--—--
neminal seluruhnya----—-—
sebesar. ... oo,
(empat ratus tujuh belas
miliar sembilan ratus--
delapan puluh lima. juta

sembilan puluh deiépan—

ribu Rupiah). -------—-
b. perseroan terbatas---—--
PT DIAN SWASTATIKA---~-—-—
SENTOSA Tbk, sejumlah -
114.760.000 (seratus --
empat belas juta tujuh-
ratus enam puluh ribu)-
saham dengan nilai ———-
nominal seluruhnya—-——-—-
sebesar.. ..o,

{lima puluh tujuh ----~-

miliar tiga ratus ---—-—-
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Rp.417.985.098.000,00

Rp.57.380.000.000,00




e ———

delapan puluh jﬁta ————

MOBILITAS, sejumlah 200
{(dua ratus) saham —---——-
dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar
(seratus ribu Rupiah) ;-
d. | MASYARARAT, sejumlah---
400.174.531 (empat —--~~-
ratus juta seratus ----
tujuh puluh empat ribu-
lima ratus tiga puluh--
satu) saham dengan ---—-
nilai nominal ~=-—--—-——-
seluruhnya sebesar.....
(dua ratus miliar ~=—=--
delapan puluh tujuh juta
dua ratus enam puluh----

lima ribu lima ratus----

-sehingga seluruhnya —--——---
berjumlah 1.350.904.827 -=-~~
(satu miliar tiga ratus ---
lima puluh juta sembilan --
ratus empat ribu sembilan -
ratus dua puluh tujuh) -——-
saham dengan nilai nominal-

seluruhnya sebesar ........

Rp.100.000,00

Rp.200.087.265.500,00

Rp.675.452.463.500,00



{(enam ratus tujuh puluh ---
iima miliarx empat-ratus -
lima puluh dua juta empat -
ratus enam puluh tiga zribu-

lima ratus Rupiah). - —-——---

-~- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai ---——-

buktinya: ~—=--mm o e

-~ Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan --------
tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, --————-

dengan dihadiri oleh: —————————m
1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta,---
Karang Anyar Jalan C Raya nomor 5, Rukun Tetangga 009,

Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anvar, Kecamatan Sawah
. f

3171025611720002, Warga Negara Indonesia; dan —---———-——

008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, ----

Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan --—-----

3175070709700019, Warga Negara Indonesia; -—---——-————-——~

—kedua-duanya pegawal kantor notaris dan sebagai saksi- ---

-— Segera setelah akta ini dibacskan oleh saya, notaris —---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ~——--—-——ne——-

ditandatanganiiah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi
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Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan

2. Tuan Iswandi, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---—-
tanggal 7 {tujuh) September 1570 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB

Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga




dan sava, notaris, sedgng para penghadap selain ———-wwmee—-
menandatangani akta Jjuga telah membubuhkan cap jempol —---—-
tangan kanannya pada lembar kertas yang dijahitkan pada --—-
asli akta ini. e
—-— Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. --—--~-----—-
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-——Diberikan untuk SALINAN vang sama bunylnya. —---

Notaris ~ Jakarta
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